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BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR ;Z;Z TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan
efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik
diperlukan tata kelola dan manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan
pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukkan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan:

4.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun- 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang
memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan
pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang
terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di
pemerintah daerah.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-
masing.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan data, dan pemulihan data.
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Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang
menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu
organisasi.

Jaringan Antar PD yang selanjutnya disebut WAN adalah
jaringan yang menghubungkan antar PD.

Jaringan Intra PD yang selanjutnya disebut LAN adalah
jaringan yang menghubungkan komputer dengan
perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di
dalam PD.

Sistem  Penghubung Layanan adalah perangkat
integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran
Layanan SPBE.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi Layanan SPBE. _

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama,
standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi
pusat dan/atau pemerintah daerah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi
pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat
dan pemerintah daerah lain.

Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode
sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang
terpadu dalam SPBE.

Audit Teknologj Informasi dan Komunikasi adalah proses
yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi
dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan
komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah
ditetapkan.

Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemeriniah
daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan Layanan SPBE.

Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan
Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang vyang
mampu memahaminya.
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Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut
Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang
digunakan untuk memulihkan kembali data atau
informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang
terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang
disebabkan oleh alam atau manusia.

Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi
yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD
yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan
teknologi informasi dan komunikasi.

Organisasi Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK
adalah PD yang dinilai telah mampu membangun,
mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau
infrastruktur SPBE.

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang
meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk
menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE,
Manajemen keamanan informasi adalah serangkaian
proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE vang
efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung
layanan SPBE yang berkualitas.

Manajemen data adalah proses pengelolaan data
mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaaan
dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan
efisien sehingga diperoleh data yang akurat dan mutakhir
dan terintegrasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk
mengelola sumber daya manusia yang "dimiliki, dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian
tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-
jawab utama layanan terkait.

Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem
atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling
berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan
informasi yang dipertukarkan.

Keamanan informasi adalah perlindungan data dan
infornasi dalam SPBE dari akses, penggunaan,
pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan,
gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak
berwenang.

Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan
Service Desk Tier 1, adalah staf atau unit di PD yang
memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan
satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK
(single point contact) untuk melaporkan dan meminta
pertolongan terkait permasalahan TIK di PD tersebut.
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Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan
Service Desk Tier 2, adalah unit di Dinas Komunikasi dan
Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai
pihak yang dihubungi Service Desk Tier 1 apabila terdapat
permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan
oleh Service Desk Tier 1.

Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas
yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen
yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau
metode yang digunakan, data masukan dan informasi
atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing
aktivitas, masukan, dan luaran.

Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk
meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola
SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE
Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Poso.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Daerah Kabupaten Poso.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,
yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah
Kabupaten Poso.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.

Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Poso.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
merupakan unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Poso.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Poso.

Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk
mengatur  penyelenggaraan SPBE  di  lingkungan
Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk
memberikan acuan, pedoman, dan panduan
penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip:
efektivitas;
keterpaduan;
kesinambungan;
efisiensi;
akuntabilitas;
interoperabilitas; dan
g. keamanan.
Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan
kebutuhan.
Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan pengintegrasian sumber daya yang
mendukung SPBE.
Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana,
bertahap, dan terus menerus sesuai dengan
perkembangannya.
Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang tepat guna.
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban
dari SPBE.
Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar
Proses Bisnis dan antar sistemn elektronik, dalam rangka
pertukaran data, informast, atau Layanan SPBE.
Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
merupakan  kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang
mendukung SPBE.

=0 oo



Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah meliputi :

a.

b
c
d.
€

(1)
(2)

tata Kelola SPBE;

. manajemen SPBE;
- audit teknologi informasi dan komunikasi;

penyelenggara SPBE; dan

. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 5

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan
penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

arsitektur SPBE;

peta rencana SPBE;

rencana dan anggaran SPBE;
proses bisnis;

data dan informasi;
infrastruktur SPBE;

aplikasi SPBE;

keamanan SPBE; dan
layanan SPBE.

TR e Qe o

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

(1)

(2)
3)

{4)

Bagian Kesatu
Arsitektur SPBE

Pasal 6

Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan
dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan
Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan
Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE
yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

Arsitektur SPBE memuat:

a. referensi arsitektur; dan

b. domain arsitektur.

Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur
baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusutnan
setiap domain arsitektur.
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(3)

(4)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memuat:

proses bisnis;

data dan informasi;
infrastruktur SPBE;
aplikasi SPBE;
keamanan SPBE; dan
layanan SPBE.

e po TR

Pasal 7 ,

Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE
Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

Tim koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan
Arsitektur SPBE.

Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati menetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 8

Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur

SPBE setiap tahun.

Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. perkembangan keadaan;

b. kebutuhan daerah;

c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE
Nasional;

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah
Daerah;

e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2);

f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah; dan/atau

g. ketentuan perundang-undangan.

Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur

SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.

Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE

berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan

Bupati.

Bagian Kedua
Peta Rencana SPBE

Pasal 9
Peta Rencana SPBE memuat:
a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;



(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)
)

(4)

(1)

(2)

layanan SPBE,;

infrastruktur SPBE;

aplikasi SPBE;

keamanan SPBE; dan

g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

o oo

Pasal 10
Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada peta rencana
nasional SPBE Arsitektur SPBE, Rencana Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah
Daerah.
Dinas mengkoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE.
Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.
Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11
Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta
Rencana SPBE setiap tahun. X
Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
perubahan Arsitektur SPBE,;
hasil pemantavan dan evaluasi SPBE Pemerintah
Daerah; dan
e. ketentuan perundang-undangan.
Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta
Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk
ditindaklanjuti.
Bupati menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE
berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan
Bupati.

o op

Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12
PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan
proses perencanaan dan penganggaran tahunan
pemerintah. ]
Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur
SPBE dan Peta Rencana SPBE.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6}

(1)

(2)
(3)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas
sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
mengkoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan

rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Bagian Keempat
Proses Bisnis

Pasal 13
Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta
penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan
SPBE.
Setiap PD pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis
berdasarkan pada Arsitektur SPRE.
Bagian Organisasi mengkoordinir penyusunan proses
bisnis yang saling terkait secara terintegrasi untuk
mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi
SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi
seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai
dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja
organisasi.
Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen
yang terstandardisasi.
Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya

melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem

elektronik.

Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi proses

bisnis paling sedikit satu tahun sekali.

Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi,
misi, dan strategi);

b. perubahan tugas dan fungsi PD di lingkungan
Pemerintah Daerah;

c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal
maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja
pelayanan publik;

d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses
bisnis;



e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang
dari perangkat daerah; dan/atau

f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas
implementasi proses bisnis.

Bagian Kelima
Data dan Informasi

Pasal 15

(1} Data dan informasi mencakup semua jenis data dan
informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari
masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

(2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi
pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan
tuyjuan dan cakupan, penyediaan akses data dan
informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data
dan informasi. —

(5} Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada
Arsitektur SPBE.

(6) Badan Perencanaan, Peneliian dan Pengembangan
Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola
data dan informasi antar PD.

Pasal 16
{1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) harus
dilakukan berdasarkan pinsip Satu Data Indonesia.
(2} Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Perencanaan Data;
b. Pengumpulan Data;
c. Pemeriksaan Data; dan
d. Penyebarluasan Data.

Pasal 17
Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18
(1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:

a. jaringan intra pemerintah daerah; dan
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam
Pemerintah Daerah.

Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan,
pengoperasian, dan atau pengembangan Infrastruktur
SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Dalamm rangka menjamin  ketersediaan layanan
Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Paragraf 1
Pusat Data

Pasal 19
Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah
Daerah.
Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
{1} huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara
bagi pakai oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan
saling terhubung.
Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa:
a. pusat data nasional; atau
b. pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah
Daerah dalam hal pusat data nasional belum
ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan
pemerintah daerah.
Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b.
Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan
membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi,
dan Pusat Data Nasional.
Pusat Data harus memenuhi Standar Nasioal Indonesia.
Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah
Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus
menggunakan standar internasional.
Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan
up-time server.
Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib
menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta
melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan
server.



(11) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Dinas
menyediakan fasilitas Virtual Private Server beserta
konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

(12) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian
layanan pusat data.

{13) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap
penggunakan layanan pusat data setiap tahun.

(14) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
terhadap layanan pusat data.

Pasal 20
(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat
Data.
(2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan
data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 21
(1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan data secara
berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah
Daerah.
(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD
terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22
Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang
disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 23

(1} Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1} huruf b
bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan
dalam Pemerintah Daerah.

(2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

(3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi
dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan
Intra Instansi Pusat.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WAN; dan

b. LAN.

Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan,

pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra

Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan,

pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra

Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengembangan WAN hingga router PD seluruh
Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic
Pemerintah Daerah; dan

b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan,
pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian
dan/atau pengembangan LAN dan perangkat khusus
PD sesuai  dengan kewenangannya  dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-

masing PD.
c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan, pengoperasian dan/atau

pengembangan LAN dan perangkat khusus PD selain
PD Mandiri TIK.
Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap
penggunaan Layanan Intra Pemerintah Daerah setiap
tahun.
Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
terhadap Layanan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 24
Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai
dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
LAN dan perangkat khusus PD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa
oleh Dinas. :

Pasal 25
Setiap PD wajib menyerahkan diagram LAN terkini
kepada Dinas minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan LAN apabila
terdapat perubahan.




